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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40/PMK.03/2005

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (3), pasal 17B
ayat (3) dan Pasal 27A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan
pasal 87 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
dipandang perlu untuk mengatur tata cara pemberian imbalan bunga
kepada Wajib Pajak;

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, tata cara pemberian imbalan bunga
melalui bank sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 683/KMK.03/2001 perlu dilakukan penyempurnaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1287, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 92 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4418);

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta
Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar,
Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta Khusus, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I,
Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/ KMK.01/2004;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 473/KMK.01/2004 tentang
Perubahan Lampiran I, II, I, IV, dan V Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan
Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
519/KMK.01/2003;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman
Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2005;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 tentang Tata Cara
Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut KUP
adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga yang selanjutnya disebut
SKPIB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah
pemberian imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.



Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang selanjutnya disebut SPMIB
yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri Keuangan
untuk membayar imbalan bunga kepada Wajib Pajak.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Pasal 2

Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat :

a.

O

keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) KUP;

keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) KUP;

kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan
banding diterima sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27A ayat (1) KUP; atau

kelebihan pembayaran sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) dan atau Pasal
19 ayat (1) karena pengurangan sebagai akibat diterbitkan Keputusan
Keberatan atau Putusan Banding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A
ayat (2) KUP.

Pasal 3

Imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruf a, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan masa imbalan
bunga mulai akhir jangka waktu satu (1) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau
diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak (SKPPKP) sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak (SPMKP), dengan dasar perhitungan imbalan bunganya
adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak.

Imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan masa imbalan
bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan, setelah
melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima
atau jangka waktu lain yang ditetapkan untuk kegiatan tertentu, sampai
dengan saat diterbitkannya SKPLB, dengan dasar perhitungan imbalan
bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak yang tercantum
dalam SKPLB.

Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf ¢, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang
menyebabkan kelebihan pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan
Keberatan atau Putusan Banding.

Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak
tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran sanksi
administrasi sampai dengan diterbitkannya Keputusan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi.

Masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan bulan, dan kurang dari 1
(satu) bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 4

Ketentuan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2



Q)

)

3)

berlaku terhadap :
a. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);

b. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan
ayat (3) yang menyangkut tahun pajak 1995 dan seterusnya

C. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) yang
menyangkut tahun pajak 2001 dan seterusnya.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) diperhitungkan dengan utang pajak.

Dalam hal dapat diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Kepala Kantor Pelayanan
Pajak menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) diberikan kepada Wajib Pajak oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan
SKPIB.

Bentuk SKPIB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran Il Peraturan Menteri Keuangan ini.

SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
dengan peruntukan sebagai berikut :

a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

b. Lembar ke-2 untuk KPPN;

C. Lembar ke-3 untuk KPP yang menerbitkan SKPIB;
Pasal 6

Atas dasar SKPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) KPP atas
nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan
Bunga (SPMIB) per jenis Pajak dan per masa/tahun pajak.

Bentuk SPMIB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

SPMIB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 4
(empat) dengan peruntukan sebagai berikut:

a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN;
b. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
C. Lembar ke-4 untuk arsip KPP yang menerbitkan SPMIB.

SPMIB dan SKPIB disampaikan ke KPPN secara langsung oleh petugas
yang ditunjuk.

Pasal 7

Imbalan bunga dibayarkan dengan cara pemindahbukuan ke rekening Wajib
Pajak yang berhak menerima imbalan bunga.

Pasal 8



SKPIB dan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang
berhubungan dengan :

a. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diterbitkan
bersamaan dengan penerbitan SPMKP;

b. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterbitkan
paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan setelah
penerbitan SKPLB terlampaui;

C. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diterbitkan
paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sejak
Keputusan Keberatan diterbitkan atau Putusan Banding diterima
terlampaui;

d. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diterbitkan
paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sejak
Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan
terlampaui.

Pasal 9

Kepala KPP menyampaikan contoh tandatangan pejabat yang berhak
menandatangani SKPIB dan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
kepada KPPN mitra kerjanya.

Pasal 10

(1) Berdasarkan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, KPPN
menerbitkan SP2D.

(2)  KPPN harus menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak
SPMIB diterima.

Pasal 11

Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan keterlambatan dalam
menerbitkan SPMIB sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan atau Pejabat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melakukan keterlambatan dalam
menerbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dikenakan sanksi
kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1)  Terhadap SPMIB yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan
Menteri Keuangan ini dan lembar ke-1 dan ke-2 telah disampaikan ke Bank
Operasional I namun belum ditunaikan, agar ditarik dari Bank Operasional
I oleh KPPN untuk selanjutnya diterbitkan SP2D.

(2)  Terhadap SPMIB yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan
Menteri Keuangan ini, namun lembar ke-1 dan ke-2 belum disampaikan ke
Bank Operasional I, agar segera disampaikan oleh KPP ke KPPN untuk
diterbitkan SP2D.

(3)  Formulir SPMIB sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 683/KMK.03/2001 tetap dipergunakan sampai dengan tanggal 31
Mei 2005, tetapi peruntukannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri
Keuangan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 13
(1)  SPMIB dibebankan sebagai beban anggaran tahun berjalan.

embebanan bagian anggaran dan Mata aran Pengeluaran atas

2 Pembeb bagi g8 dan Mata Angg Pengel AK
pembayaran imbalan bunga ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan
Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal
Perbendaharaan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai
dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 683/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga
Kepada Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

JUSUF ANWAR

Lampiranl......................
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PETUNIUK PENGISIAN
SUHAT PERINTAH MEMIBAY AR IMBALAN BUNGA

o —

NOMOR _ URAIAN ISIAN ]
] i Mogsor SN yong dilselathan :
2 Diisi sangpal penecapan SEM 113
K Dyisi Tahun Ang iy SPi I duerbitkan
4 i Bns kode Pungsr dua dipil suls {ungs: dua dipit dan p10bm"|1 cupat diptt sesual
dengun fengst suo fungsi dan program kaniel yosg porsiueknzan :
5 Difsy kode Baguw Anggaran dud digit, ode Esclen 1 dua dugﬂ dan kede Kamor
- Ponerbit SR (6 dipt) o
T s P uran Lode harlor yang borsngkttan
i 7 st kode lokasi SEM 1B bersanghotan diteroitkan
R Diisi noear SKTIB vang ditetapkan
4 Bust lungpal SIKPIB wuny diletaphan
10 s ghonpan kode KPTN dnhul v KPP Fumbayar {misalnyy KPPN |
(1:18) Kantor Foiwyuean Perbondaduraan Meppasa Jakarta 1)
H Biss Mo Wuph ook Percrona SPM IR vung horsanphulan
12 D1isi Alarnat Wayib Puajak yang bursengkulan
EE Diisi Momor NPWE Waiith Pajak Penermu 5FM 1B ) i
j 14 Dhisi hode MAK SPM 1B yang drelua ki o
: 15 Dz _jumluh nang yang akan Jdsierins
16 "Dnist hode MAY yng aken dyudiken sehopai dusel poinbayaran pajuk terutang
| wagib pajak
17 Diise jumlah vany yang akan dyadikan sehagai dusar pembiyaras pajak terutang
) wiljily pajak
i 18 : Difsi dengrn Ell'll.,]\dj'l.?l'dk'l. borsih vun g yang dibayarkan |
: 1% Trusi dengan hrul fumlah bersth uang yun; =£|jcm sarkan .
20 Enisi trmpat dan t::nggal SPM IR dilerbitkan
21 Ditsi dengan nama kantor dan kepals Fanter perandi lungan 5PMIB
t 22 Drisi cap "Teial diterbitkan SPID
Tangpal ooiians NOMAr L e :
L i dan piral Kepaka Seks: # il cnddlmnmn B PPN vang bersangkitan j
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